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- Misbakhun Kaget Ada Dana Cadangan PEN

]akarta, Padek——Anggota Komisi XI
DPRMukhamad Misbakhun memper-
tanyakan istilah ‘dana cadangan pro-

jarannya, Senin (8/11).

_Dalam raker itu, Sri Mulyanimen-
yampaikan rencananya menarmbah
penyertaanmodal negara (PMN) sebe-
sar Rp 53,1 trilun untuk menyuntik

Rp 33 triliun untuk PMN metrupakan

gram Pemuhhan Ekonomi Nasmnalf

" Undang(|

khun dalam RapatKenaKdnnmX[DPR
dengan Menkeu Sri Mulyani dan j ja-

dana cadangan PEN, sedangkan Rp
20,1 wriliun adalah pemanfaaran saldo
anggaran leblh dari APBN 2021 ‘

SALb: ok nsi menyalahl Undang—

Keuangan Negarg mengata—
tu.Jadi,

jakitumenegaskanbahwa SAL di APBN

; 202 baruada paﬂaSl Desember 2021.
BUMN pada tahun ini. Dia memerinci e

1kita mengatakan'
bahwa nanti SAL akan sebesar itu, be-
rartikita sudahmerencanakanakanada :
; SALuntukAPBquta,”kataMisbakhm -
‘Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pa- *

dabarangnya kare-"

na kita merencanakan anggaran leblhr

pun tidak boleh,” tegasnya. :
Selain itu, Misbakhunj ]ugamenan-
yakan soal mekanisme keluarnya per-
setujuan soal penggunaan dana dana
cadangan PEN untuk menyuntik

. BUMN. Alasannya, Apakah cukup di-
~ buktikan bahwa itu terjadi dan kemu-

dian di LKPP dibuktikan dan kemu-

* dian diaudit oleh BPK dan disetujui?,

apakah cukup seperti itu tanpa per-

. setujuan kita (DPR

“Apakah kewenangan penuh

. bendahara negara (Menkeu) tanpa
 persetujuan dari siapa pun? Apakah

cukup dibuktikan bahwa itu terjadi
dan kemudian di LKPP dibuktikan

- dankemudian diaudit oleh BPK dan -

disetujui? Apakah cukup seperti itu
tanpa persetujuan kita (DPR, red)”
tuturnya,

Menanggapi pendapat Misba-

khun soal itu, Sri Mulyam menyata-

kan bahwa DPR dan pemermtah te-
lah sepakatsoal dana cadangan pro-
gram Penanganan C0v1_d dan Pemu-
lihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di
APBN 2021. “PC-PEN bisa dilakukan
di belanja maupun pembiayaan.
Pembiayaan cadangan bisa,diek-
sekusi menggunakan SAL 2020, wak-
tuitu jumlahnya cukup besar dan itu
masuk UU APBN 2021, kata Sri Mu-
lyani.

Mantan managmg director

" World Bank itu menjelaskan Pasal 28

UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Perpu Kebijakan Keuan-
gan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pan-
demi Covid-19 memungkinkan pe-
merintah menggunakan dana SAL.
“Maka kita mengunakan optimalisa-
sidana SAL yang ada untuk kemudian
dijadikan sebagai sumber pendanaan
PMN; kata Sri Mulyani. (jpg)



